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ABSTRACT 

 The phenomenon of sexual violence in Indonesia continues to increase 

and is systemic, with women and children being the primary victims. Sexual 

violence encompasses various forms of non-consensual acts, including physical 

violence, threats, coercion, and abuse of power, which have serious physical, 

psychological, and social impacts. These impacts are not only felt in the short term 

but also have the potential to cause long-term trauma and impede the victim's 

quality of life. This study examines the regulation of sexual violence crimes in the 

National Criminal Code (Law No. 1 of 2023) and the forms of recovery for victims, 

To identify and analyze the provisions for the rehabilitation of victims of sexual 

violence in the 2023 Criminal Code, particularly regarding the forms of legal 

protection and the fulfillment of victims' rights. 

 

  The method used is normative legal research with a legislative and 

conceptual approach. The results show that the provisions in the Criminal Code 

are still general in nature and require harmonization with the TPKS Law as a 

specific regulation to provide more comprehensive and victim-oriented protection. 

Furthermore, victim recovery has not been fully optimized due to limited 

implementation, inter-agency coordination, and low sensitivity of law enforcement 

officials. Therefore, it is necessary to strengthen regulations through synergy 

between the Criminal Code and the TPKS Law, increase the capacity of officers 

with a trauma-informed approach, and strengthen integrated victim recovery 

services through the provision of health, psychological, and legal aid services, 

including optimizing the role of LPSK and P2TP2A to ensure sustainable justice. 

 

Keywords: Victim Recovery, Sexual Violence, 2023 Criminal Code, Legal 

Protection. 
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ABSTRAK 

Kekerasan seksual di Indonesia terus meningkat dan bersifat sistemik, 

dengan korban utama perempuan dan anak. Kekerasan seksual mencakup berbagai 

bentuk tindakan tanpa persetujuan, baik melalui kekerasan fisik, ancaman, paksaan, 

maupun penyalahgunaan kekuasaan, yang berdampak serius secara fisik, 

psikologis, dan sosial. Dampak tersebut tidak hanya dirasakan dalam jangka 

pendek, tetapi juga berpotensi menimbulkan trauma berkepanjangan serta 

menghambat kualitas hidup korban. Penelitian ini mengkaji pengaturan tindak 

pidana kekerasan seksual dalam KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) serta 

bentuk pemulihan bagi korban, Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan 

pemulihan korban kekerasan seksual dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

Tahun 2023, khususnya terkait bentuk perlindungan hukum dan pemenuhan hak-

hak korban. 

Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan 

pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa pengaturan dalam KUHP masih bersifat umum sehingga memerlukan 

harmonisasi dengan UU TPKS sebagai aturan khusus guna memberikan 

perlindungan yang lebih komprehensif dan berorientasi pada korban. Pemulihan 

korban belum sepenuhnya optimal akibat keterbatasan implementasi, koordinasi 

antar lembaga, serta rendahnya sensitivitas aparat penegak hukum. Oleh karena itu, 

diperlukan penguatan regulasi melalui sinergi KUHP dan UU TPKS, peningkatan 

kapasitas aparat dengan pendekatan trauma-informed, serta penguatan layanan 

pemulihan korban secara terintegrasi melalui penyediaan layanan kesehatan, 

psikologis, dan bantuan hukum, termasuk optimalisasi peran LPSK dan P2TP2A 

guna menjamin keadilan yang berkelanjutan. 

Kata Kunci: Pemulihan Korban, Kekerasan Seksual, KUHP 2023, Perlindungan 

Hukum. 
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